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PUTUSAN

Nomor 0526rPdt.G/20{ s/PA. DP.

Q$frutL_+
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan rnengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama telah r.nenjatuhkan putusan dalam perkara cerai

talak antara:

H. Huh. Muhlis bin H. Julkarnain, urnur 47 tahun, agama lslam, pekerjaan

wiraswasta (rnakelar/biro perjalanan umroh), pendidikan SMA,

bertempat tinggal di Lingkungan Renda Utara RT 016 RW 007

Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam

hal ini memberikan kuasa khusus kepada Junaidin lsmail, S.H umur

54 tahun, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Dusun Buncu

Selatan, Desa Matua, Kecamatan Wo.ia, Kabupaten Dompu,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor

27lSK.Khusus/2015/PA.DP tanggal 04 September 2015, sebagai

"Pemohon KonvensilTergugat Rekonvensi";

melawan
Siti Nur'asni binti H. Hasan, umur 47 tahun, agama lslam, pekerjaan

wiraswasta (usaha katering), pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Lingkungan Renda RT 015 RW 005 Kelurahan Simpasai,

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "Termohon

Ko nvensilPen gg ugat Rekonvensi" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Tehh mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka

siiang;

Hlm. 1 dari30 Hlm. Putusan No. 0526/PdtGl2015lPA.DP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 2 September 2015

telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0526/Pdt.Gl2015lPA-DP', tanggal

4 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada

tanggal 21 September 1996 dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Woja Ka upaten Dompu, sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor 0451/8/DU1996 tanggal 21 September',l996, sehingga

Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat

tinggal di rumah Pemohon sekarang dan telah hidup bersama sebagai suami

isteri sebagaimana layaknya dan telah melakukan hubungan badan (ba'dal

dukhut), pernikahan mana telah memperoleh/mendapatkan 2 (dua) orang

anak yang bernama lka Rafika lahir tahun 1997 dan yang bernama lta

Puspita Anggraeni lahir tahun 2042;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

sangat harmonis dan rukun-rukun saja, namun di akhir tahun 2014 hingga

permohonan ini diajukan sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan

yang disebabkan oleh ulah Termohon, yaitu:

- Tidak mau mentati nasihat Pemohon;

- Menuduh Pemohon yang memfitnah atau mencampuri urusan rumah

tangga Faridah dan Tohir saudara misan Termohon

- Menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan badan;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2014 karena akibat pertengkaran Pemohon dan

Termohon sehingga Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang. Dan

ketika pada tanggal 20 - 2l Januari 2015 (malam hari) Pemohon sakit perut,

Termohon tidak mau memperhatikan dan tidak mau membantu Pemohon

yang sakit walaupun sudah dipanggil beberapa kali;

S. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014 pada jam 10:30 Termohon ditelepon

oleh seseorang lelaki yang tidak dikenal (via telepon Pemohon) dan ketika

itu pemohon menanyakan identitasnya dan ia menyembunyikan jati dirinya

Hlm, 2 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.G/201s/PA.DP.
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dan menyarankan supaya tidak mengulangi lagi menelpon orang tengah

malam;

6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2A15 hingga sekarang Termohon

meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan membawa barang-barang

pakaian menuju rumah saudara misannya yang ditempati sekarang (alamat

sekarang);

7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Ramadhan 2015 ketika

Pemohon mengajak Termohon untuk hidup bersama di rumah tempat tinggal

bersama dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga, namun

tanggapan Termohon bahwa Pemohon tidak perlu lagi mengajak Termohon

untuk hidup bersama, karena di rumah sudah tidak ada air dan makanan.

Bahkan walaupun Pemohon mengutus jenderal pun untuk mendamaikan

namun Termohon tidak akan menerima dan biarkan kita hidup menjauh.

Sehingga usaha Pemohon gagal untuk merukunkan rumah tangga Pemhon

dan Terrnohon;

B. Bahwa secara fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

berantakan, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi

kerukunan rumah tangga tersebut. Sehingga hendaknya Majelis Hakim

Pengadilan Agama Dompu berdasarkan bukti dan fakta yang ada memberi

ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon

dalam persidangan Pengadilan Agarna Dompu;

9. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan ini, telah

mengupayakan perdamaian lewat tokoh masyarakat dan pemuka agama

namun tidak mernbuahkan hasil/sia-sia belaka. Sehingga Pemohon dengan

rasa terpaksa mengajukan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-haltersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi :

'1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (H. Muh. Muhlis bin H. Julkarnain) untuk

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Siti Nur'asni binti H. Hasan) di

depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hlm. 3 dari30 Hlm. Putusan No. 0526lPdt.G/201S/PA.DP.
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3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon dalam perkara ini,

sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau;

Apabila filajelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo at bano);

Bahwa, pada har:i dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

telah datang rnenghadap ke persidangan didarnpingi kuasanya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Termohon juga

telah datang rnenghadap ke persidangan;

Bahwa, Majetis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

yang berperkara agar rukun kembaliakan tetapitidak berhasil:

Bahwa, pemohon dan Termohon telah nrelakukan proses mediasi dengan

mediator Dra. Hi. Kartini (haklm Pengadilan Aganra Dompu) dan berdasarkan

Laporan Hasil Mdiasitanggal 05 Oktober 7015 medlasi telah dilaksanakan dan

dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan mernbacakan surat

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan

perubahan secara lisan yang pada pokoknya yaitu yang benar pekeriaan

Termohon adalah wiraswasta (usaha katering);

Bahwa, terhadap permohonan PemoNTon tersebut, Termohon telah

mengajukan jawaban secara tentutris yang secara rinci sebagairnana terrnuat di

dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang untuk mempersingkat putusan pada

pokoknya sebagai benikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tennohon nrengakui dalil Pemohon nomor l dan 2;

2. Bahwa Termohon mengakui pertengkaran pada akhir 2014 tetapi bukan

disebabkan oleh ulah Termohon sebagaimana yang terurai dalam posita 3

tetapi disebabkan ulah Pemohon yang malas bekerja, cemburu buta' kasar

dan mencaci-maki Termohon sehingga rumah tangga berantakan;

3. Bahwa Termohon mengakr.ri pisah ranjang karena Pemohon malas bekerja

dan selalu menuntut memenuhi pernentlhan birahinya, sehingga

Hlm.4 dari 30 Hlm. Putusan No. 0526lPdt.Gl2015lPA'DP'
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu Termohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

dan mengurtls anak yang sekolah/kuliah;

4. Bahwa tidak pernah pada tanggal 30 Januari 2015 Termohon meninggalkan

rumah ternpat tinggal bersarna tetapi Termohon berpindah tempat tinggal

bersarna karena Tennohon dihukulm, dicaci-maki dan diusir sehi

Termohon tidak ada pilihan lain mengikuti usiran tersebut;

5. Bahwa Ternrohon mernbenarkan terjadi pertengkaran terakhir pada awal

bulan Ramadhan 2015, Termohon tidak rnau berdarnai karena Pemohon

tidak mau merubah sifat dan tabiat sebagaimana yang diuraikan di atas;

6. Bahwa bila Pemohon menghendaki perceraian dalarn hal ini Termohon akan

menuntut sebagai konsekuensi dari perceraian itu;

7. Bahwa Termohon mengakui posita nornor 9;

DAISM REKONVENSI:

Bahwa Termohon selain mengaiukan jawaban, Termohon juga akan

mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang anak adalah anak perernpuan dan lebih dekat dengan

Penggugat Rekonvensi maka hak asuh anak diasuh oleh Penggugat

Rekonvensi;

2. Bahwa kedua anak membuttlhkan uang makan minum satu bulan

masing-rnasing:

o untuk lka Rafika uang makan minum Rp 1.000.000,-, uang kuliah

Rp 2.500.000,-/6 bulan, uang kos Rp 500.000,-lbulan, uang pakaian

Rp 5.000.000,-ltahun sampai selesai kuliah;

o Untuk lta Puspita Anggraeni uang makan rninum Rp 1'000'000,-, uang

sekolah Rp 1.000.000,-/butran, uang transportasi Rp 1'000-000,-&ulan

dan uang pakaian Rp 2.000.000,- tiap tahun sampai ia dewasa;

r Unttrk Penggugat Rekonvensi yaitu biaya hidup selama hidup pisah

ternpat tinggal hingga perkara diputus hingga mernpunyai kekuatan

hukum tetap dengan perhitungan sebagai beriktrt uang rnakan minun'r

1 x Rp 25.000,- x 3 = Rp 75.000,- I hari dibebankanldihukum kepada

TergugatRekonvensiuntukmernbayarbiayatersebut;

o Uang kos RP 500-000,-/bulan

Fllm 5 rlari 30 HIm. Putusan No. 0526lPdt.G/201SIPA-DP'
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3. Uang iddah RP 5.000.000,-;

4. Uang mut'ah RP 10.000.000,-;

Bahwa karena Tergugat Rekonvensi menghendaki perceraian maka Tergugat

Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya-biaya tersebut

Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Dornpr.l cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menetapkan lta Puspita Anggraeni diasuh oleh Penggugat Rekonvensi,

3. Menghukum Tengugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya untuk

kebutuhan kedua anak dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang

terurai di atas serta uang iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi

Siti Nur'asni binti H. Hasan dalam posita 2,3 dan 4;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik tersebut, Termohon

KonvensilPenggugat Rekonvensi menyampaikan perubahan secara lisan yang

pada pokoknya yaitu menyatakan mencabut posita tuntutan balik (rekonvensi)

poin 1 mengenai hak asuh anak dan poin 2 mengenai uang kos serta mencabut

petitum poin 2;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam

rekonvensi secara tertulis yang secara rinci sebagaimana termuat di dalam

Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada

pokoknya adalah sebagai berikut:

l-llm 6 rlari 3o Hlm Putusan No. 0526lPdt.Gl201slPA.DP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon masih tetap bertahan pada dalil

permohonan dan menolak seluruhnya dalil jawaban Termohon kecuali dalil

jawaban Termohon yang diakui dan diterima;

2. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon karena Pemohon punya

pekerjaan sebagai makelar mengurus badan haji karena kebetulan Pemohon

punya keluarga di Arab Saudi untuk bekerja sama dalam hal tersebut

sehingga Pemohon memperoleh pendapatan rata-rata Rp 2.000.000/bulan.

Setiap tahun bisa mendapatkn 6-7 orang, setiap orang ditarik Rp 2.000.000.

pada tahun 2014 - 2015 Pemohon mendapat Rp 36.000.000 diberikan

kepada Termohon, termasuk untuk biaya sekolah kedua orang anak, untuk

tegasnya Termohon tidak pernah malas bekerja, cemburu buta, kasar dan

mencaci-maki;

3. Bahwa memang Termohon suka menghindari diri dari kewajiban melayani

hubungan suami isteri dengan Pemohon, bahkan sering mengunci diri

dengan anak-anaknya di dalam kamar sehingga membuat Pemohon pusing

tujuh keliling. Untuk itu pertanda rumah tangga Pemohon dan Termohon

telah berantakan;

4. Bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari tempat tinggal

bersama, justru sebaliknya Termohon yang mencaci-maki Pemohon dan

meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan

rekonvensi dan masih tetap bertahan pada dalil replik konvensi yang

merupakan bagian dari isijawaban rekonvensi;

2. Bahwa tidak pernah Tergugat Rekonvensi lalai memberikan belanja kedua

orang anak dan Penggugat Rekonvensi, justru sebaliknya Penggugat

Rekonvensi telah memberikan kebutuhan tersebut sebesar Rp 30.000.000

sebelum pisah tempat tinggal dan Tergugat Rekonvensi menolak rincian

tuntutan dalam nomor 2 karena harga standar kebutuhan tersebut tidak

masuk akal karena tidak sesuai dengan kemamptran dan pendapatan

Tergugat Rekonvensi, untuk itu rincian tersebut ditolak seluruhnya;

Hlm. 7 dari30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt-Gl2015lPA.DP.
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Bahwa biaya hidup kedua anak tersebut ditanggung oleh syeh Hj' Rugaya

Ali Bima yang berada di Saudi Arabia, sebagai nenek dari anak-anak

tersebut dan sesekali ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa uang iddah, Tergugat Rekonvensi menolak karena Penggugat

Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan

badan;

5. Bahwa uang mut'ah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi sebesar

Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi selebihnya ditolak dan

dikesamPingkan seluruhnYa;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut' Pemohon

Konvensiffergugat Rekonvensi menyampaikan tambahan keterangan secara

lisan melalui kuasanya yang pada pokoknya yaitu pada poin 2 replik konvensi

bahwa pekeriaan Pemohon yang dimaksud adalah sebagai makelar/biro

perjalanan umroh;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon

konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam

rekonvensi secara tertulis yang secara rinci sebagaimana termuat di dalam

Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada

pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon masih tetap bertahan pada dalil iawaban

dan menolak replik Pemohon yang bertentangan dengan jawaban

Termohon;

2. Bahwa Tennohon mengakui Pemohon sebagai makelar umroh sebagaimana

dalil replik, namun pendapatan tersebut tidak diberikan kepada Termohon'

Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp 400'000 saja dalam sebulan

kadang-kadang sekali dalam dua bulan, sehingga apa yang diberikan

tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk itu Termohon

banting tulang untuk mencari tambahan pendapatan;
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3. Bahwa pada intinya Termohon pindah tempat tinggal bukan karena

melarikan diritetapiTermohon sering disiksa dan diusir;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Termohon di samping menjawab dan menanggapi konpensi

kesempatan ini pula Termohon akan mengajukan rekonpensi dengan alasan

sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi masih tetap pada dalil

rekonvensi dan menolak seluruhnya dalil jawaban Tergugat Rekonvensi

kecualijawaban yang sesuai dengan dalil gugatan rekonvensi;

2. Bahwa pada pokoknya menolak jawaban nomor 1,2,3,4' 5' dan 6;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi rnenotak dalil Tergugat Rekonvensi sebagai

kepala rumah tangga tidak tanggung jawab dan melemparkan tanggung

jawab membiayai anak-anaknya dibebankan dan ditanggung oleh syeh

Hj. Rugaya Ali Bima yang berada di saudi Arabia karena bukan kewaiiban

orang tersebut untuk mengurus anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi dan yang harus bertanggung jawab adalah Tergugat

Rekonvensi untuk itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar

tuntutan rekonvensi seluruhnYa;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih tetap menuntut uang iddah dan mut'ah

sebagaimana tuntutan balik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat

Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada

pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti

surat, yaitu:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 451t8ll[t96 tertanggal23 September 1996

yang dikeluarkan oteh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah

diperlihatkan kepada Termohon (P. 1 );

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar

dan tidak membantah;

Hlm. 9 dari30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.Gl2015lPA'DP'
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Bahwa selain bukti tertulis sebagairnana terebut di atas, Pemohon juga

telah menghadirkan buktisaksidi muka sidang sebagai berikut:

Saksi l:

Hj. Saedatul Badri binti H. Julkarnain, umur 50 tahun, agama lslam, pekerj

dagang, berternpat tinggal di Lingkungan Potu RT 001 RW 001 Kelurahan

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang telah memberikan keterangan di

bawah surnpah di rnuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak

kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pernohon dengan Termohon rnenikah tahun 1996

di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woia;

Bahwa saksi nrengetahtri setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Perrohon dan Tennohon telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak, yang sekarang anak pertama sedang kuliah di Mataram

sedangkan anak kedua bersama Pernohon dan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Tennohon hidup rukun

namun sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering

bertengkar narnun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab

pertengkarannya rnelainkan hanya dari cerita Pemohon yaitu disebabkan

Termohon mengatakan dirinya tidak pernah diberi nafkah dan disebabkan

Termohon selingkuh dengan laki-laki lain melalui HP;

Bahwa saksi tidak pernah rnelihat langsung pertengkaran antara Pemohon

dengan Termohon melainkan saat saksi berupaya mendarnaikan karena

Pernohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Bahwa saksi mengetahui saat ini Pernohon dengan Termohon sudah pisah

tempat tinggal sejak satu tahtln lebih karena Tennohon pergi meninggalkan

Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, Termohon pelgi tanpa diusir

Pemohon;

Hlm. 10 dari30 Hlm. Putusan No- 0526/Pdt.G,201S/PA'DP'
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Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai pekeriaan tetap tetapi

Pemohon punya kos pemberian orang tua sebanyak 8 kamar yang

bangun di atas tanah pemberian orang tua Pernohon;

Bahwa saksi mengetahui biaya sewa kos tersebut Rp 450'000 setiap

Bahwa saksi mengetahui Pemohon tetap mernberikan nafkah kepada

anaknya;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pernohon dengan

beberapa kali namun tidak berhasil;

Termohon

Saksi ll :

Maman bin Mahmud, umur 53 tahun, agama lslam, pekeriaan tukang kayu'

bertempat tinggal di Lingkungan Polo RT 003 RW 004 Kelurahan Kandai Dua,

Kecamatan Woia, Kabupaten Dornpu, yang telah memberikan keterangan di

bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagaiberikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi pernah

bekeria sebagai tukang di nlrnah Pernohon dan Tennohon 2 (dua) tahun

yang lalu;

Bahwa saksi mengetahui Perrohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang

anak, yang sekarang anak peftama di Martaram sedangkan anak kedua

bersama Termohon;

Bahwa selarna saksi bekerja nrembangun rumah Pemohon dan Termohon,

saksi tidak pernah rnelihat atau mendengar Pemohon dan Terrnohon

tengkar namun pada awal tahun 2015 ketika sedang duduk bersama

pemohon di teras rurnah, saksi melihat Tennohon mengangkut

barang-barang isi rumah sebanryak 2 mobil pick-up;

Bahwa saat ihr saksi melihat Pemohon diam saia dan antara Pemohon

dengan Terrnohon tidak saling tegur sapa seperti hari-hari sebelumnya;

Bahwa se.iak Termohon mengangkut barang-barang tersebut, saksi tidak

pernah melihat Tennohon bersama di numah Pernohon lagi;

Bahwa saksi mengetiahui Pemohon tidak punya pekeriaan tetapi punya kos

sebanyak 8 kamar yang dari pengakuan Pemohon kos tersebut pemberian

orang ttlanYa;
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Bahwa saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk menjemput Termohon

beberapa kali namun Termohon tidak mau;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah me

saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

lwan Kurniawan bin M. Hasan, umur 36 tahun, agama lslam,

bertempat tinggal di Lingkungan Potu Barat RT 02 RW 01 Kelurahan

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dornpu, yang telah memberikan keterangan

bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

sepupu Termohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 1996;

Bahwa saksi mengetahui setielah menikah Pemohon dan Tennohon tinggal

di rurnah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah orang

tua Pemohon di Kelurahan SimPasai;

Bahwa saksi mengetahui Pernohon dan Termohon telah dikaruniaidua anak

yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun

namrln sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering

be,rtengkar bahkan terjadi KDRT sehingga Pemohon dilaporkan oleh

Termohon kepada Polisi;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran antara

Pemohon dengan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak

Iebih kurang empat bulan yang lalu karena Termohon sekarang tinggal

bersama kakak saksi dan tidak pernah serumah lagidengan Pemohon;

Bahwa saksi tidak menyaksikan saat Termohon keluar dari rumah tersebut;

Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pernohon dengan Termohon

namun tidak berhasi!;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak punya peker.iaan dan untuk

kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Tennohon dan hasil sewa kos

sebanyak 8 kamar;
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Saksi ll :

Nur Komala Yusti binti H. Yusuf, umur 49 tahun, agama lslam,

rurnah tangga, berternpat tinggal di Lingkungan Renda RT 04 RW 0O

Simapasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang telah

keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya

berikut:

Bahwa saksi mengenal Pernohon dan Termohon karena saksi ad

saudara sepupu dua kaliTermohon;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

di rumah orang tua Termohon kernudian pindah dan tinggal di rumah orang

tua Pemohon di Kelurahan Simpasai;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang

anak yang sekarang diasuh oleh Temrohon;

Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun

narnun sejak dua tahun yang lalu mereka sering bertengkar disebabkan

Pemohon cemburu buta;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat

tinggal sejak lebih kurang 11 bulan yang lalu;

Bahwa saksi mengetahuiTermohon yang pergidari rumah;

Bahwa saksi rnengetahui dari cerita Termohon penyebabnya pergi karena

diusir Pemohon,

Bahwa saksi mengetahui ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan

Pemohon dan Termohon namun tidak benhasil;

Bahwa saksi rnengetahui Pemohon tidak ada pekerjaan dan untuk

kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Ternohon dan hasil sewa kos

sebanyak 8 kamar yang setiap kamar sebesar Rp 350.000,-;

Bahwa, Pemohon telah rnenyampaikan kesimpulan secara lisan melalui

kuasanya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan rnohon putusan;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesirnpulan secara lisan yang

pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hlm. 13 dari30 Hlm. Putusan No. 0526/Pdt.cl2015/PA.DP.
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Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka

hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita ae,ara persidangan

sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena datam perkara ini telah timbul g

dariTermohon, maka putusan akan dipertirrbangkan dalam dua hal yaitu

Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal d

sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon

Konvensi. Sementara dalam gugatan balik, Pemohon asal disebut sebagai

Tergugat Rekonvensi dan Tennohon asal disebut sebagai Penggugat

Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tuiuan permohonan Pemohon Konvensi

adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menirnbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan

ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di

persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Maielis Hakim telah

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun lagi sebagai

suarni-isteri namun tidak berhasil;

Menirrbang, bahwa datam mengupayakan perdamaian antara Pemohon

Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan mediasi dengan mediator

Dra. Hj. Kartini (Hakim Pengadilan Agama Dompu), akan tetapi tidak berhasil

mendarnaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah

sebagaiberikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi;

2. Bahwa Pemohon Konyensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua

orang anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Terrnoho'n Konvensi

rukun-rukun saja namun sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan

dan Pertengkaran terus-menerus;

Hlm. 14 dari30 Hlm. Putusan No. 0526/PdI'G/20151PA'DP'

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id4. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena:

Termohon Konvensi tidak mau mentaati nasihat Pemohon Kon

Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi yang

mencampuri urusan rumah tangga Faridah dan Tohir saudara

Termohon Konvensi;

c. Termohon Konvensi menolak ajakan Pemohon Konvensi

melakukan hubungan badan;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 30 Januari

2015 yang mengakibatkan Termohon Konvensi pergi meninggalkan

Pemohon Konvensidan pulang ke rumah saudara misannya;

6. Bahwa terhadap keduanya pernah diupayakan perdamaian, namun tidak

berhasil;

T. Bahwa Pemohon Konvensi memohon ijin untuk mengucapkan ikrar talak

terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pennohonan tersebut, dalam tahap

jawab-menjawab, Termohon Konvensi mengakui tentang pernikahannya

dengan Pemohon Konvensi hingga memiliki dua orang anak. Sedangkan

mengenai keadaan rumah tangga Termohon Konvensi memberikan pengakuan

yang berklausulyakni:

1. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun

2014 namun yang benar disebabkan oleh ulah Pemohon Konvensi yang

malas bekerja, cemburu buta, kasar dan mencaci-maki Termohon Konvensi

sehingga rurnah tangga berantakan;

2. Bahwa benar Pemohon Konvensi sebagai makelar umroh namun

pendapatan tersebut diberikan kepada Termohon Konvensi hanya sebesar

Rp 400.000 saja dalam sebulan kadang-kadang sekall dalam dua bulan,

sehingga apa yang diberikan tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah

tangga untuk itu Termohon Konvensi banting tulang untuk mencari

tambahan pendapatan;

3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui pisah ranjang karena Pemohon

Konvensi malas bekerja dan selalu menuntut mernenuhi pemenuhan

birahinya, sehingga mengganggu Termohon Konvensi bekerja untuk

a.

b.
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4.

memenuhikebutuhanrumahtanggadanmengurusanak
sekolah/kuliah;

Bahwapadatanggal30Januari2alsTermohonKonvensimeni

rumahtempattinggalbersamakarenaTermohonKonvensi

dicaci-makidandiusirsehinggaTermohonKonvensitidakada

mengikuti usiran tersebut dengan berpindah tempat tinggat;

Bahwa benar telah ada upaya damai antara Pemohon

Termohon Konvensitetapi Pernohon tidak mau merubah sifat dan tabi

Menirnbang,bahwaberdasarkaniawabantersebut,MajelisHakimmen

Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran

dalarnrumahtangga,sehinggadalilPernohonKonvensit'entanghalitudinilai

terbukti. Namun dernikian meskipun telah ada pengakuan tersebut karena

perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut putusnya ikatan

perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakirn tetap akan memberikan

pertirnbangan-pertirnbangan dengan rnelihat bukti lainnya untuk menentukan

patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon

Konvensi diPutuskan;

Menimbang, bahwa beban pembuktian juga didasarkan kepada alasan

perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi yakni adanya pertengkaran

dan perselisihan terus-menerus, sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo' Pasal 134 Kompilasi Hukum

lslarn bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus

rnendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat

kedua Pihak tersebut;

Menlnrbang, bahwa karena adanya dalil bantahan tentang penyebab

pertengkaran maka Majelis Hakim dalam perkara ini membebankan pembuktian

kepadaPernohonKonvensidanTerrnohonKonvensiuntukmembuktikandalil

masing-masing;

Menimb,ang, bahwa untuk mernbuldikan dalil-dalil permohonannya'

Pemohon Konvensi telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dtra) orang saksi

yangakandipertimbangkanolehMajelisHakirnsebagaiberikut:

Menimbang,bahwaalatbuktiP'lyangmerupakanaktaotentikberupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan

5.
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Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai

aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak d

sehingga bukti tersebut telah rnemenuhi syarat formil dan materiil,

berdasarkan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata Majelis Haki

menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan

karenanya terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon

telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah

landasan yuridis fornal mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan

Konvensi adalah Hj. saedatul Badr:i binti H. Julkarnain dan Maman bin Mahmud'

Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai

ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi adalah orang

yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah

disumpah, sehingga rnemenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertarra telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya mengetahui bahwa rurnah tangga Pemohon Konvensi dengan

Tennohon Konvensi sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran sejak

satu tahun yang lalu yang rnengakibatkan saat ini antara Pemohon Konvensi

dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih. Saksi

tersebut juga menyatakan sudah pernah beberapa kali berupaya mendamaikan

pemohon Konvensidengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama adalah fakta yang dilihat

sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang

harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

30g dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan

Termohon Konvensi sudah tidak rukun. Saat ini antara Pemohon Konvensi

dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggai sejak awal tahun 2015-
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Saksi tersebut tidak mengetahui ada pertengkaran antara Pemohon

dengan Temrohon Konvensi melainkan hanya sikap tidak saling

sebagainrana hari-hari sebelumnya. Saksi tersebut juga

Termohon Konvensi keluar dari rurnah rnembawa barang-barang,

Konvensi menunjukkan sikap diam. saksi sudah pernah

mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi,

berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua adalah fakta yang

sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi terseb'ut telah

rnernenuhi syarat materiil sebagairnana telah diatur dalann Pasal 308 dan Pasal

30g R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut merniliki kekuatan pembuktian

dan dapat dtterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut

mengenai adanya pertengkaran baik secara verbal maupun dari sikap saling

diarnftidak bertegur sapa, adanya pisah rumah antara Pemohon Konvensi

dengan Termohon Konvensi dan adanya upaya damai adalah keterangan yang

saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan pokok

perkara oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal

308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut dapat

diterima sebagai alat buldi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau klausul

dalam pengakuannya, Termohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang

saksiyang akan dipertirnbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan Termohon

Konvensi adalah lwan Kurniawan bin M. Hasan dan Nur Komala Yusti binti

H. Yusuf. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di

persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R'Bg-;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi adalah orang

yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayal l angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan

pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon

Tennohon Konvensi sudah tidak rukun karena sering terjadi

satu tahun yang lalu yang mengakibatkan saat ini antara Pemoh

dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama lebih

Saksi tersebut tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan tidak

saat Termohon Konvensi keluar dari rurnah bersama. Saksi

menyatakan sudah pernah'berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi

Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama adalah fakta yang dilihat

sendiri, didengar sendiri dan dialarni sendiri serta relevan dengan dalil yang

harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksitersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan

Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran sejak

dua tahun yang lalu yang mengakibatkan saat ini antara Pemohon Konvensi

dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan.

Saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran adalah Pemohon Konvensi

cemburu buta. Saksi tidak menyaksikan saat Termohon Konvensi keluar dari

rurnah bersama. Saksi tersebut juga menyatakan pihak keluarga sudah pernah

berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua adalah fakta yang dilihat

sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang

harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memitiki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi

mengenai adanya pertengkaran, adanya pisah rumah antara

Konvensi dengan Termohon Konvensi dan adanya upaya

keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain

dengan pokok perkara oleh karena itu keterangan dua orang

memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menirnbang, bahwa saksi pertama tidak rnengetahui

pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi

karena itu keterangan saksi kedua mengenai penyebab pertengkaran

keterangan tunggal atau unus fesfis nulus fesfis sehingga tidak memenuhi

ketentuan pasal 306 R.Bg. dengan demikian dalil Tennohon Konvensi

mengenai penyebab pertengkaran tidak terbu kti ;

Menimbang, bahwa fakta kejadian dari keterangan kedula saksi tersebut

tidak dapat rnembuktikan klausula Tennohon Konvensi mengenai penyebab

pertengkaran dan penyebab Termohon Konvensi keluar dari rumah bersama

yaitu karena diusil'oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pefiimbangan tersebut, maka klausula

Tennohon Konvensi tentang penyebab pertengkaran dan penyebab Termohon

Konvensi rneninggalkan rumah bersama dengan Pernohon Konvensi tidak

terbukti;

Menimbang, bahwa ber-dasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh

pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, rnaka Majelis Hakim menilai

dalil-dalil Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta

hukurn lfang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami

isteriyang sah dan telah dikaruniaidua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang

semula rukun telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus-menerus sejak akhir tahun 2014;

- Bahwa akibat sering bertengkar, kini Pemohon Konvensi dan Termohon

Konvensi telah pisah tempat sejak 30 Januari 2015;
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- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon

Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon Konvensitetap bersikeras untuk bercerai;

Menirnbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di

Hakim berpendapat bahwa atasan perceraian yang didalilkan

Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentua

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 io Pasal 19 huruf (f)

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (0 Kompilasi Hukuni

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka

perkawinan yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayal21 dan juga ketentuan

1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rurnah tangga yang

sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwuiudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hal ini sejalan dengan dalilyang

tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai

berikut:

@l+ U'fritLY;{wili*ab
Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menirnbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan

kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam

putusan Nomor 266 l(AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya

bahwa perkawinan bukanlah sekedar pedanjian biasa untuk hidup bersama

sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (mitsaqan

ghatidza\ di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan

dari satah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang

tidak rnungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan

menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang

akan datang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu

mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercanturn dalam kitab al-Asbah wan
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Nadzoir halaman 62 yang kemudian diambit alih sebagai

Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Ct*llHl+,P

Artinya:,'Menolak kerusakan d idah ulukan daripad a menarik

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan

karena dalil permohonan Pernohon Konvensi telah terbukti dan

hukum, maka pennohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon

selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana

suami isteri (baua dukhut) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal

Kompilasi Hukum lslam talak yang dijatuhkan oleh Pernohon Konvensi

Termohon Konvensi adalah talak raj'i, oleh karena itu petitum permohonan

Pemohon Konvensi mengenai izin talak rai'itersebut dapat dikabutkan;

Menimbang,bahwaberdasarkanPasalT2Undang-UndangNomor

7 Tahun 1989 yang telah ditrbah dengan urldang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009'

makaMajelisHakimSecaraexofficiomenrerintahkankepadaPanitera
Pengadilan Agama Dompu untuk mengilimkan salinan penetapan ikrar talak

kepada pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama yang wilayahnya

meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan

pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam dafiar yang

disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tr,ljuan gugat balik Penggugat Rekonvensi

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-

pertinrbangan dalam rekonvensi ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan

hal-hal yang tetah dipertimbangkan dalam konvensi termasuk dalam

pertimbanganrekonvensisepanjangmasihadarelevansinya;

Menirnbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya rnengajukan

gugatan balik hal-hal sebagai berikut:
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1. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah untuk dua

dengan kebutuhan masing-masing sebagai berikut:

a. Untuk lka Rafika uang makan minum Rp 1'000'000,-,

Rp 2.500.000,-/6 bulan, uang kos Rp 500-000,-tuulan,

Rp 5.000.000,-/tahun sampai selesai kuliah;

b. Untuk lta Puspita Anggraeni uang makan minurn Rp 1.000.

sekolah Rp 1.000.000,-/bulan, uang transportasi Rp 1.000'

dan uang pakaian Rp 2.000.000,- tiap tahtln sampai ia dewasa

2. Menghukum Teryugat Rekonpensi membayar kepada

Rekonpensi biaya hidup selama hidup pisah tempat tinggal

perkara diputus hingga memptrnyai kekuatan hukum tetap dengan

perhitungan uang rnakan minum 1 x Rp 25.000,- x 3 = Rp 75'000,- / hari;

3. Menghukum Tengugat Rekonpensi mernbayar kepada Penggugat

Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp 5-000.000'-;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi mernbayar kepada Penggugat

Rekonpensi uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg. jo. Pasal66 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonvensi mengajukan

gugatan rekonvensi tersebut bercarnaan dengan jawaban pertama dan merniliki

faktor pertautan hubungan, karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima

untuk dipertlrnbangkan ;

l\ilenimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi

tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk

rnenghukurn Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi

biaya kebutuhan dua orang anak hingga dewasa, Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan

rnenolak rincian biaya kebutuhan kedua anak tersebut karena tidak sesuai

dengan kemampuan dan pendapatan Tergugat Rekonvensi. Selain itu Tergugat
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Rekonvensi menyatakan bahwa selama ini biaya hidup kedua

ditanggung oleh nenek dari kedua anak tersebut (orang

Rekonvensi) dan sesekali ditanggung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi rnenyatakan

bekerja sebagai makelar/biro perialanan urnroh dengan

Rp 2.000.000 setiap bulan. Hal rnana tidak dibantah oleh

Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor

1974 jo. Pasal 149 poin (d) dan Pasal 156 poin (d) Kompilasi H

menentukan bahwa semua biaya hadanah dan naifkah anak

tanggungan ayah menurut kernampuannya, sekurang-kurangnya sampai

dewasa dan dapat mengurus dirisendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majeiis Hakim sependapat dan

mengambil alih seb,agai pendapat Majelis Hakim atas keten uan hukum lslam

yang tennuat di dalarn Kitab al-Umm halaman 78 yang berbunyi sebagai berikut:

.L.:Lij 6J".SJ &: tt:-,1 gr" .:13-,/;.- C).-,t' .,j!l; py-.r Ol -.rlt .+ Ol

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih

kecil baik darisegipenyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menirnbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim

menilai bahwa kebutuhan anak tidaklah sebatas hanya makan, rninum dan

pakaian saja rnelainkan ada biaya kesehatan dan pendidikan juga;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak disertai dengan

bukti mengenai rincian biaya kebutuhan kedua anak tersebut dan tidak pula

disertai bukti tentang adanya kemampuan dari Tergugat Rekonvensi untuk

memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, sedangkan Majelis Hakim menilai

rincian biaya-biaya tersebut terlalu tinggi;

Menirnbang, bahwa Majelis Hakirn berpendapat perlu rnemperhatikan

ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 41 huruf Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 yang bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak

yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

dipertukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi
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kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut

tersebut;

Menirnbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang

maka dengan berdasarkan kepatutan biaya hidup untuk dua ora

usia 18 tahun dan '13 tahun, Maielis Hakim berpendapat

Rekonvensi mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak patut

sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya

dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau

sehingga menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang

kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk

menghukum Tergugat Rekonvensi mernbayar kepada Penggtlgat Rekonvensi

biaya hidup selama pisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus dan

mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

jo pasat 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum lslarn mengatur bahwa suami waiib

memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya dengan baik dimulai sejak

adanya tarnkin;

Menirnbang, bahwa pengertian tamkin seorang isteri bagi suami adalah

ketika telah terjadinya ijab kabul perkawinan kemudian sejak itu seorang isteri

melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada suami. Pengertian tersebut

sama dengan pengertian seorang isteri yang tidak nusyuz yakni seorang isteri

tidak dikategorikan sebagai isteri yang membangkang atau isteri yang keluar

dari ketaatan kepada suaminya setelah suaminya melaksanakan kewaiibannya

yang merupakan hak isterinYa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan

mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketenttran hukum lslam

yang tennuat di dalam Kitab Al-lqna'juz ll halaman 140 yang berbunyi sebagai

berikut:
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icl.tll gc

Artinya: "NusytJz itu ialah keluar dari ketaatan".

Dan ketentuan hukum lslam yang termuat di dalam Kitab l'anatut

halaman 60 dan 61 yang berbunyi sebagai berikut:

.lr,ilIl de !t',.ri: U$;ll tE u+

Artinya: "Plhak suami

tamkin, sedang Pihak

adanya nusyul'.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan hukum tersebut,

Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengetahui status Penggugat Rekonvensi

nusyuz atau tidak harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensitelah termuat mengenai

bantahan Penggugat Rekonvensi mengenai dirinya yang keluar dari kediaman

bersama karena Tergugat Rekonvensi menghukum, mencaci-maki dan

mengusir penggugat Rekonvensi adalah tidak terbukti dan sebaliknya Tergugat

Rekonvensi dapat membuldikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah berupaya

menjemput Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi tidak

bersedia pulanglkernbali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan

mengambil alih sebagai pendapat Maielis Hakim atas ketentuan Hukum lslam

yang termuat di dalam Kitab At-Mughni lbnu Qudamah iuz vl halaman 295 yang

berbunyi:

4iil J$+ uJj:^ Cr cr+-,;s. ,i a;ty O. dr' ii al ,fi j3..iill

Artinya: Nusyuz yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan

suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ist'eri

yang nusyuz oleh karena itu tidak berhak atas biaya hidup selama pisah tempat

tinggal yang disebut sebagai nafkah lampau sehingga tuntutan Penggugat

Rekonvensi mengenai hal itu dinyatakan ditolak;

dibenarkan dengan sumpahnya tentang

isteri dibenarkan dengan sumpahnya
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Menirnbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada

Rekonvensi uang iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi

ketidaksa n gg u pan nya/menolak tuntutan te rsebut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kom

lslarn menentukan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah

suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanga

sebelumnya yaitu Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz oleh karena

itu tidak berhak atas nafkah selama masa iddah sehingga tuntutan Penggugat

Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus

dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan

kesanggupannya untuk mer-nberi rnut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,-

(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum

Islam menentukan suami diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada isteri yang

diceraikan sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil

yang tercantum dalam al-Qu/an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi

sebagai berikut:

@ 5"#ji i Jb k\r;rt';.-.,* iiL^ss,

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh

suarninya) mut'ah menurut yang rna'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa".
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Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan

penghasilan Tergugat Rekonvensi terbukti rata-rata sebesar Rp 2.

juta rupiah) setiaP bulan;

Menimbang, bahwa untuk rnenilai kepatutan maka Majelis

lamanya masa perkawinan yaitu sekitar 19 (sembilan belas) tahun

dalam pertimbangan konvensi bahwa masa hidup bersama

pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dari Tergugat

adalah 18 (delaPan belas)) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

dan oleh karena tidak ada kesepakatan antara tuntutan Penggugat

dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf

c undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat tuntutan

Pengugat Rekonvensi mengenai rnut'ah berupa uang patut dikabulkan sebesar

Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi dihukum untuk

menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah

mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap tuntutan-

tuntutan Penggugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim

berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan

menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAI'I KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensiffergugat

Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perraturan perundang-undangan yang berlaku

dan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
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Memberi ijin kepada Pemohon (H. Muh. Muhlis bin H. Julka

menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (Siti Nur'asni bi

didepan sidang Pengadilan Agama Dompu;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

megirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada

Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan woja, Kabupaten

dicatat dalarn daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

l.MengabulkangugatanPenggugatRekonvensisebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafl<ah untuk 2 (dua

orang anak yang bernama lka Rafika (P) umur 18 tahun dan lta Puspita

Anggraeni (P) umur 13 tahun sebesar minimal Rp 1.500-000,- (satu juta lima

ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensiterhitung sejak

putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau

berumur 21 tahun dan/atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan

kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang

sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh iuta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi

sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp 501-000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1437 Hryriyah, oleh kami H' Samad

Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Maielis serta Rusydiana Kurniawati

Linangkung, s.H.l. dan Moh. Lutfi Amin, s.Hl. sebagai hakim-hakim Anggota,

putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir

1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
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dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Rekonvensi dan

!S.Ag., M.H.

Hakim

I Lutfi Amin, S,Hl.Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.l.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp 60.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,-

4. Redaksi, : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).
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